
 

ABSTRAK 
 
Pengaturan Pemilu dan Pilkada di Indonesia masih diatur dalam dua peraturan 
yang berbeda, sehingga timbul tantangan terhadap konsistensi pengaturan serta 
penyelenggaraan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Salah satu 
materi muatan yang masih terdapat inkonsistensi yakni pengaturan peradilan tanpa 
hadirnya terdakwa (In Absentia) sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat UU No. 
7 Tahun 2017 (UU Pemilu), akan tetapi pengaturan tersebut tidak diatur dalam 
UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan 
jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data 
melalui metode kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaturan peradilan In Absentia diatur dalam Pasal 482 ayat 
(1) UU Pemilu, Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2018, dan Pasal 30 ayat (1) 
Perbawaslu No. 3 Tahun 2023. Hingga saat ini, UU Pilkada belum mengakomodir 
mekanisme peradilan In Absentia sehingga terjadi disharmonis mengenai 
ketentuan tersebut. Arah politik hukum harmonisasi pengaturan peradilan In 
Absentia ke depan perlu memperhatikan Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 
yang menegaskan tidak terdapat perbedaan rezim Pemilu dan Pilkada, sehingga 
dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas, seluruh ketentuan dengan 
karakteristik serupa perlu diselesaikan dengan prosedur yang sama pula. Oleh 
sebab itu diperlukan revisi UU Pilkada dan memasukkan ketentuan pengaturan 
peradilan In Absentia dalam ketentuan penyelesaian tindak pidana.  
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